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PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di muka bum: ini diciptakan berpasangan. 1andasan
hubuagao antara lelaki dengan wanita tentulab mempunyai tujuan yang ingin dicapai,
dan dalam mencapai tujuan tersebut maka hubungan antara wanita dan lelaki tersebut
haruslah pula terikat kepada ketentuan.-ketentuan yang beriaku, batk itu ketentuan-
ketentuan yang dibuat oleh pemenntah dan juga ketentuan yang dibuat oleh
lingkungan pergaulan kehidupan seseorang termasuk agama dan adat istiadamya. !

Secara nasionai landasan hukum persawinan yang berlaku di Indonesia adalah
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Petkawiazn, yang kemudian dikuti
dengan |shinrya Peratursn Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanazn
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawwnan. Kedua perauran tersebut
baik Undang-Undang No. I Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
pads dasamya lebih menekankan kepada aspek admiaistrasi perkawinan, sedangkan
untuk syahnya suatu perkawinan tetap disandarkan kepada hukum agama masing-
masing gasangan.

Berbeds halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain ketentuan
peratwan dasar perkewinan tersebut maka seorang PNS yang akan melangsungkan
perkawinan terikat kepada ketentuan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

1983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yang keraudian diubah

! Siamax Saksono. Adwminisirawmsi Kepegawaian. Kanisius. Jakana, 1989, hal, 45.
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dengan Peratwan Pemerintah Nomor 45 Tahim 1990 Tentang Perubahan Anas
Peraturan Pemerinteh Nomor 10 Tabhun 1983 Tentang liin Petkawinan Dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil. Oengan adanya ketentuan te:sebut maka perkawinan yang
dilangsungkan oleh seorang warga masyaraka: yang tidak berstutus PNS dengan
seorang PNS tentunya berbeda,

Adapup prdxdzap yang mendasar mengenai sebab PNS mendapatkan
pertadaao pengahran perihal perkawinan, karena PNS adalab aparanir dan abdi
nega:a. disnara PNS merupakan pencerminan dari pelaksmaan kebijakan publik yang
diduat oleh Pemeriniah. Sehingga dengan kondisi tersebut PNS harus memiliki
disipiin yang tinggi, sebagai teladan bagi masyarakst dan juga sebagai pecwujudan
wakil pemenntah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan
Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelazkan:

(1) Pegawai Negeni Sipil yang melangsungkan perkawinan eertama, wgjib
memberivghukannya secars tertulis kepada Pejabat melalui saluran hieraria

dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawanan itu
dilangsungkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlakujuga bagi Pegawai
Nege:i Sipil yang telah menjadi duda/ianda yang melangsungkan perkawinan
lagi.

Selanjutnya Pasal 4 Peraruran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang [jin
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan:
(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan bensten lebih dari seorang, wajib
memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita sidak diijinkan untuk menjadi ister kedua/

ketga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat
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daii bukar Pegawai Negen Sipil, wajib memperoleh ijin lebih dehulu dai
Pejabat.

(4) Permintaan ijin sebagaimana dimaksvd dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan
secara \ertulis.

(5) Dzlam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus
dicantumkao alasan yang lengkap yang meodasan permintaan ijin untuk
beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.

Deugan isi Pasal 2 dan 4 Peraiuran Pemenntab Nomor 10 Tahun 1983 Tewtang
Jjin Perkawinan Dan Percevaian Bagy Pegawai Negeri Sipil. maka seorang PNS yang
akap menikah lagi atau menikab untuk kedua kali asau lebih terlebih dahuiu harus
meminta ijin dari @asan. Perihal ijin dari atasan ini tidaklah merupakan hambatan bag
seorang PNS yang akan meniksh lagt, tetapi persoalan akan muncul tatkala PNS yang
ingin menikah lagi harus meminta ijin daii isteri peffamanya.

Sedangkan bagi masyarakat umum apabila berkeinginan melakukan
pemikahan kedua, ketiga dan keempat sedangiean ia telah memiliki istess maka berlaku
kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

())Dalam ha! eacorang suami akan benistn lebih dari seorang, sebagaimana

tersebut dalam pasel 3 ayat (2) Undang-undang in:. maka ia wajib
aengajukan pennchonan ke Pengadilan di daerab tempat tioggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya membesi izin kepada

suami yang akan beristri lebih dari seosang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibaimya sebagai isteri.

b. Iswi mendapat cacat bedan etau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. [stri idak dapat melahirkan ketunman.

Bcrdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan maka dibutuhkan persyaratan-gessyaratsp tertentu bagi masyarakar umum
yang ingin melangsungkan perkawiran, dicsma syasat tersebut diajukan alau

dimohoakso ke Pengadilan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
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Sedangkan ketentuan pidana baik itu terhadap seseorang yang Barswnss
sebagai PNS dan masyarakat umum yang melangsumgkan perkawinan kedua sanpa
izin dari isterz pertams adalah Pasal 279 KUH Pidana yang berbunyi:

(i) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tabun:

. Barang siapa mengadakan perkawinan padaha)l mengetabui bahwa
peckawinan atau perkawinan-peckawinannya yang telah ada menjadi

penghalang yang sah untuk itu;

2. Barang siapa mengadaksn perkawinan padahal mengetahui bahwa
pakawinan atau pakawinan-perkawinan pibak lain meunjadi

penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuman becdasarkap ayat 1 butie |
menyembunyiken kepada pihak (ain bahwa perkawinan yang telah ada
menjadi penghalagg yang sab untuk itu diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. I — 5 dapat dinyatakan.

Penelitian im tidak ekan membahas petsoalan ijin untuk menikah lagi bagi
seorang PNS, tetapi penelitian ini Berusaha mencari aspek pidana bagi seorang PNS
yang menikah untuk kedua, ketiga atau keempat kalinya. Dengan lain perkawan
apakah seorang PNS yang memikab kedua, ketiga atau keempat kalinya dapat
dikenakan sanisi pidana bxrdacarkap hanya dengsn alasan tidak adanya izin Hal
inilah yang mendasad ketenarikan untuk mengetengahkan judul tentang “Kajian
Hukum Terhadap Tindak Pidana Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri

Sipil pada Pernikahan Kedua Tanpa lzin™,

A. Pengertisn dan Penegasan Judul

Adapun sknpsi ini berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana

Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Pemikahan Kedua
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Tanpa {zin™. Sebelum masuk kepada pembahasap benkutnya maka ekan diuraikan

pengertian judul tersebut secara etimologi yaitu:

- Kajian adaiah hasil meninjau.?

- Hukum dalam hal ini adalah Hukum Pidana adalah semua larangan atau perintah,
yang mengakibatkan dijatuhkanoya suatu penderitaan atau siksaan sebagai
hukuman oleh negare kepada siapa saja yang melmggmuya.3

- Techadap adalah salah satu sisi.

- Pemikahan atau Perkawinan adalah suati penanjian yang suci, kuat dan kokoh
untuk hidup bersama secars syab antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi,
&nteram dan bahagia *.*

- Yang Oilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil artinya pelakunya adalah Pegawai
Negeri Sipil.

Pegawai Negeit Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi Syaral yang
ditontukan, diaggkst oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalarn suahs
jabatan negen, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji becdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.’?

- Pemikahan Kedua adalah pemikahan yang kedua kalinya dimana isteti perama

2 Deparemey Peadidikan Nasioasl, 2003, Kamus Besar Bakaa Ind-nesta, Jakarm, PN. Balai
Pustaka, hal. 491.
? JCT Stuorangkir, dkk. 2009, Kamus Huhan, Sakarta: Sivar Grafika, bal. 69.
* M. Idris Ramulyo, 1986, Tijawan Beberapa Pasal Undarg- Undang No. | Tahun 1974 Dan
Segi Huban Pertawinan (slam, Jakasta: [ad-Hillco, hal. 3.
’ Wigpelis (pdaoesin, “Pegawai Neger™, Ap:/id wikipadio.org/wiki/Pegawal negert,
Diakses tangeg) 16 Mei 201 1.
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